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Keputusan Baleg & Pemerintah

Masuk Prolegnas Prioritas,

8 RUU Dibereskan Tahun Ini

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan
menyampaikan, 68 Rancangan Undang-Undang
(RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Prioritas Tahun 2026. Keputusan itu merupakan

hasil rapat kerja Baleg bersama Kementerian Hukum
(Kemenkum) dan Panitia Perancang Undang-Undang
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 15 April 2026.

BOB mengatakan, rapat kerja
itu telah menyetujui jumlah
RUU yang masuk ke dalam
Prolegnas Prioritas Tahun 2026
menjadi sebanvak 68 RUU,
"RUU yang masuk ke dalam
Prolegnas Jangka Panjang 2025-
2029 sebanyak 198 RUU," ujar
Bob dalam Rapat Paripurna
DPR, Senayan, Jakarta, Rabu
(20/5/20206).

Bob menjelaskan, empat
RUU baru masuk sebagai usul
inisiatif DPR. Yaitu, RUU ten-
tang Penyiaran, RUU tentang
Profesi Kurator, RUU tentang
Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan RUU
tentang Perumahan dan Ka-
wasan Permukiman Omntbus
Law.

Selain itu, kata Bob, Baleg
DPR juga mengubah sejumlah

Judul RUU. Antara lain, RUU

tentang Pelelangan Aset menjads
RUU tentang Perlelangan dan
RUU tentang Masyarakat Hu-
kum Adat menjadi RUU tentang
Masyarakat Adat. Kemudian,
RUU tentang Hukum Acara
Perdata, RUU tentang Narkotika
dan Psikotropika serta RUU ten-
tang Perumahan dan Kawasan
Permukiman diubah menjadi
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Bob Hasan

usul inisiatif DPR.

Bob menambahkan, dalam
evaluast kalt int tidak terdapat
pembahasan daftar RUU kumu-
latif terbuka. "Seluruh perubah-
an tersebut telah disepakati
bersama Pemenntah dan DPD,"
klaim politikus Gerindra ini.

Sebagai informasi, 68 RUU
vang masuk dalam Prolegnas
Prioritas 2026 di antaranya
RUU tentang Perubahan atas UU

RUU yang masuk ke dalam
Prolegnas Jangka Panjang

2025-2029 sebanyak 198 RUU.

Boh Hasan, Ketua Badan Legislasi {Baleq) DPR.

Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Na-
sional untuk Pertahanan Negara,
RUU tentang Perubahan atas UU
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, RUU ten-
tang Perubahan Kedua atas UU
Nomort 23 Tahun 2006 tentang
Administrast Kependudukan
Kemudian, RUU tentang Pe-
rubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, RUU ten-
tang Perampasan Aset Terkait
Dengan Tindak Pidana. RUU
tentang Jabatan Hakim danRUU
tentang Perubahan Ketiga atas
UU Nomer I8 Tatiun 2012 ten-

tang Pangan.

Kemudian, RUU tentang
Perubahan Keempat atas UU
Nomor 41 Tahun 1991 tentang
Kehutanan, RUU tentang Pe-
rubahan Ketiga atas UU Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan,
RUU tentang Perubahan atas
LU Nomor 8 Tahun 1999 ten-
tang Perlindungan Kensumen,
RUU tentang Perubahan Ketiga
atas UU Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Prakuk Meo-
nopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. RUU tentang Ka-
wasan [ndustri dan RUU tentang
Perubahan atas UL Nomor 34
Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan [laji. mTIF
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